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ABSTRAK

Negara demokrasi adalah adanya hak asasi untuk berorganisasi (sosial,
politik dan kemasyarakatan). Melalui berpolitik, rakyat dapat mengeluarkan
pendapatnya dan berhak menyatakan keinginan dan cita-citanya tentang
kehidupan negara, aspirasi rakyat yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945 dan
perundang-undangan yang berlaku disalurkan melalui partai-partai politik atau
organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Era reformasi amanatnya yaitu membersihkan negeri ini dari praktek
money politic, tetapi praktek-praktek ini bukannya berkurang tetapi makin
merajalela, padahal era ini lahir sebagai protes terhadap pemerintahan orde baru
yang dianggap penuh dengan perbuatan money politic. Otonomi daerah yang lahir
sebagai koreksi terhadap sentralisme orde baru justru ikut menyebarluaskan
praktek money politic itu ke semua lini kehidupan masyarakat. Akibatnya, di
negeri ini nyaris tidak ada yang bersih dari praktek-praktek semacam itu.

Money politic merupakan kejahatan yang terselubung dan juga merupakan
salah satu penyakit (patologi) sosial masyarakat yang dapat merusak sendi-sendi
tradisi dan budaya masyarakat. Bahkan mentalitas (kesadaran) bangsa, terutama
generasi muda menjadi semakin terpuruk. Di Indonesia money politic telah
menjadi penyakit yang sudah sangat kronis, karena sudah membudaya dalam
seluruh entitas kehidupan masyarakat, terutama kehidupan yang terkait dengan
birokrasi.

Banyak faktor Money politic sangat sulit dihilangkan di negeri ini, mulai
faktor politik, sosial, yuridis, hingga faktor budaya. Dalam pemilu money politic
umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik
menjelang hari H PEMILU (Pemilihan Umum). Praktek money politic yang selalu
dikemas dengan baju syar’i (hadiah), baik dalam bentuk uang nominal, atau
barang kongkrit, biasanya mereka menyebut “hadiah” bukan suap, yang bentuk
hadiahnya bersifat fariatif, tergantung kebutuhan penerima. Yang biasanya
dilakukan oleh kader bahkan pengurus partai politik. Dengan tujuan memberikan
hak pilih suaranya kepada pihak pemberi.

Pemberian yang dikenal dengan Money politic di dalam hukum Islam
disebut dengan risywah, money politic yang dilakukan dalam PEMILU (Pemilihan
Umum), dalam hukum Islam termasuk dalam kriteria risywah muharramah, yaitu
diharamkan bagi pihak pemberi dan penerima, karena sudah jelas telah
merealisasikan kecurangan yang dilarang oleh syari’at Islam, kecuali apabila
pemberi adalah satu-satunya calon yang mempunyai kelayakan, untuk menjadi
pemimpin.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian
bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-
masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan
negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat.*

Sudah semestinya, bahwa insan akademis sangatlah wajib dan
berhak ikut serta dalam suksesnya kehidupan berdemokrasi dan berpolitik
yang sehat demi terealisasinya tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Semisal dalam bentuk mencegah kebiasaan-kebiasaan buruk yang
notabenenya telah terlanjur dianggap baik oleh sebagian kalangan. Dengan
runtuhnya rezim orde baru Suharto yang otoriter pada 21 Mei 1998, Indonesia
bergerak menuju sistem politik yang demokratis yang dicirikan dengan
penyelenggaraan pemilihan umum yang relatif adil, dan adanya ruang yang
lebih terbuka bagi warga negara yang memiliki pandangan politik yang
berbeda.’

Pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen penting dalam
demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat
penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara

rakyat di dalam lembaga perwakilan, mereka yang terpilih dianggap sebagai

1 Moh, Mahfud MD, Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Penerbit Gama
Media, 1999), him8.

2 Fuad Fachruddin, Agama Dan Pendidikan Demokrasi, (Jakarta: Penerbit Pustaka
Alvabet, 2006), him. 54.



orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk
bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui
partai politik (parpol). Oleh sebab itu adanya partai politik merupakan
keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal itu
dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili
kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang
berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara
sah dan damai.’?

Pemilihan umum hampir tidak mungkin dilaksanakan tanpa
kehadiran partai-partai politik di tengah masyarakat. Keberadaan partai juga
merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Sebab
dengan partai-partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang kedaulatan
berada di tangan rakyat, maka, kekuasaan harus dibangun dari bawah.
Konsekuensinya, kepada rakyat harus diberikan kebebasan untuk mendirikan
partai-partai politik. Pasal 28 UUD 1945 dengan tegas menyatakan
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan fikiran dengan lisan
dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam UU”. Maksudnya, disana
dinyatakan bahwa Pasal 28 ini serta pasal-pasal lain yang mengenai penduduk
dan warga negara hasrat Bangsa Indonesia untuk membangun negara yang
bersifat ber-prikemanusiaan. Jadi yang diperlukan untuk memperinci
ketentuan Pasal 28 ini adalah sebuah Undang-Undang yang mengatur tentang

“Kebebasan Berserikat” warga negaranya. Bukan sebuah Undang-Undang

¥ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, cet ke-2 (Jakarta: Penerbit Rajawali
Pres, 2009). HIm. 60-61.



yang justru akan membatasi warga negaranya untuk menyampaikan aspirasi
suaranya.*

Dalam pelaksanaanya demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara
yang tidak baik. Money politic Kini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan
pusat, tapi sudah sampai dipelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.
Sudah tidak asing memang, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi
tapi sudah berani terang-terangan. Baik lewat sumbangan sarana prasarana,
perbaikan jalan, renovasi sarana sosial, sampai masing-masing individu
menerima uang “panas”, dengan syarat memberikan suaranya pada ajang
pemilihan dan pemungutan suara.’

Money politic merupakan bagian integral dari kehidupan modern.
Keberadaannya, sering dinistakan karena dalam banyak hal melahirkan
malapetaka  kehidupan  bersama. Disisi  lain, manusia modern
mempraktekkannya atas dasar kesadaran dan keyakinan filosifinya agar dapat
memenangkan persaingan. filosofi manusia modern mempunyai beberapa
ciri. Diantaranya, pertama, manusia modern hidup berdasarkan rasionalitas
yang tinggi. Kedua, kebutuhan manusia terfokus pada materi kebendaan.
Diantara materi kebendaan yang dipandang memiliki nilai tertinggi adalah
uang. money politic muncul karena adanya hubungan mutualisme antara
pelaku (partai, politisi, atau perantara) dan korban (rakyat). Keduanya saling

mendapatkan keuntungan dengan mekanisme money politic. Bagi politisi,

* http://ardithaanggun.blogspot.com/2010/03/pasal-28-uud-1945.html. Akses Tanggal 13
Februari 2012

® http://politik.kompasiana.com/2012/03/08/money-politik-dua-sisi-mata-uang-
demokrasi/ . Akses Tanggal 27 April 2012.



money politic merupakan media instan yang dengan cara itu suara konstituen
dapat dibeli. Sebaliknya, bagi rakyat, money politic ibarat bonus rutin di masa
Pemilu yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang
dijanjikan.®

Sulit disangkal bahwa transisi menuju demokratisasi di Indonesia
dapat terhambat oleh yang mungkin pada awalnya kurang diperhitungkan,
seperti money politic. Apabila money politic tidak dapat dicegah, akan
berpotensi menempatkan reformasi pada posisi deadlock, bahkan setback.
Dan pada akhirnya mereka yang punya uang saja yang akan memegang
kedaulatan dan mengontrol kekuasaan, jargon-jargon kedaulatan rakyat akan
tereliminasi pada tataran praksis. Tanpa mengurangi arti penting political
financing bagi keberhasilan sebuah partai, money politic bisa menyebabkan
parpol menjadi sebuah lembaga akumulasi modal. Partai menjadi sebuah
“jembatan” untuk mendapatkan akses politik dan kekuasaan, bukan institusi
yang mewadahi kepentingan masyarakat secara luas.’

Agam Islam diturunkan oleh Allah Swt melalui Nabi Muhammad
Saw, tidak hanya sebagai suatu sistem keprcayaan dan peribadatan, akan
tetapi juga sebagai suatu pedoman hidup umat manusia yang sumber-
sumbernya terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah yang mencakup aspek-

aspek agidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam hidup bermasyarakat,

® http://pkntradisimoneypolitik. Akses Tanggal 25 Juni 2010

" Indra Ismawan, Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu, Cet ke-1 (Yogyakarta:
Penerbit Media Presindo, 1999). him. 68.



atau juga disebut way of live bagi pemeluknya. Tujuan hukum Islam secara
global adalah selaras dengan risalah Nabi Muhammad Saw :
O cpallall daa Y) @il b
Dalam Islam hukum dikenal dengan kata figh atau syari’at Islam.
Dalam Al-Qur’an terdapat sekitar 200 ayat yang mempunyai aspek hukum,
yaitu, Kkira-kira sepertiga puluh dari Al-Qur’an, ini menunjukkan bahwa
tujuan dasar Al-Qur’an pada hakikatnya adalah moral, ia ingin menunjukkan
kesalahan dalam jiwa orang Mu’min, meningkatkan kesadaran dan
moralitasnya agar menjadi syari’ahnya sendiri yang benar, dalam arti jalan
menuju tuhan. Demikian juga, apabila suatu hukum dalam Al-Qur’an
ditetapkan, ini harus diterapkan dalam konteks keimanan dan keadilan, disisi
lain norma-norma hukum pada dasarnya besifat lokal dan temporal, sehingga
tuhan lebih sering menyerahkan dengan tegas kepada manusia tugas untuk
mengatur seluk beluk dan kebebasan untuk meninjau kembali norma-norma
hukum itu, sehingga selalu terbuka kemungkinan untuk menggantinya dengan
yang lain sesuai kebutuhan setiap Negara dan masa.*°
Kedatangan Islam memberi dinamika baru bagi manusia dan
peradaban. Selain memberikan iklim politik baru, Islam juga memberikan

sistem baru yang didasarkan pada ajaran-ajarannya. Seperti tidak

8 Ahmad Khoiru Motho’in, Syarat-Syarat Pemilihan Dalam Pilkada, Skripsi, Tidak
Diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

% Al-Anbiya’ (21): 107

1 Muhammad Sa’id Al-Asmawy, Menentang Islam Politik, cet. Ke-1 (Bandung: Penerbit
Alifya, 2004). him. 152.



mendapatkan tantangan, Islam memulai kegiatan politiknya berhadapan
dengan suku-suku yang sudah eksis, baru kemudian dengan memperluas
pengaruhnya. Bahkan dalam menjalankan kebijakan politiknya, Islam
mengatur tata cara perang (jihad) demi untuk melindungi umatnya dan
melebarkan sayap kekuasaannya.™

Islam datang untuk mengembalikan kekuasaan Allah Swt yang telah
dirampas manusia, menegakkan undang-undang-nya menggantikan undang-
undang produk manusia. Untuk itulah Allah Swt mengirim Rasul-Rasul-nya
dengan misi menegakkan agama Allah Swt serta memenangkan di atas semua
sistem yang ada. Apabila kita lihat perjuangan Rasulullah SAW, dalam
menegakkan agama ini, akhirnya mencapai kekuasaan politik di Madinah,.
Memperoleh kekuasaan politik adalah salah satu tujuan utama sebuah partai
politik, jadi dapat dipahami bahwa dakwah Rasulullah SAW, termasuk di
dalamnya adalah dakwah siyasah.

Pada dasarnya agama Islam sangat sosialis tidak menekan kepada
pemeluknya, akan tetapi dalam ajarannya mencantumkan batasan-batasan
yang memang bertujuan demi ketentraman umat manusia itu sendiri. Secara
garis besar Islam sudah mengatur dan berusaha mewujudkan kondisi Islam
yang maslahah.

Sebagaimana Allah Swt. Berfirman:

1 Khairudin Yujah Sawiy, Perebutan Kekuasaan Khalifah: Menyingkap Dinamika Dan
Sejarah Politik Kaum Sunni, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Penerbit Safiria Insania Press, 2005). him. 1.
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Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperlukan penetapan
ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta
berpegang pada syari’at Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum
secara mendetail.

Dalam Islam sendiri, money politic itu sangat dilarang dan
perbuatannya termasuk dalam katagori risywah, sebagaimana telah diketahui
bahwasanya, Rasulullah Saw. Sudah menjelaskan dalam hadisnya yang
berbunyi :

13 i sall 5 o oLy agde ) L ) g (il

Azumardi menjelaskan, bahwasnya suap (risywah), berarti tidak
hanya mencakup korupsi konvensional tetapi mencakup juga korupsi lainnya,
pencurian bahkan perampokan masuk di dalamnya.**

Menurut Ali Bin Abi Thalib, risywah adalah suatu pemberian
yang ditujukan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang hak
(benar) atau membenarkan yang batil. Risywah adalah suatu pemberian
yang tidak dilandasi oleh keinginan untuk mendapatkan ridho Allah Swit.

Sebaliknya ia merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan-nya.

12 An-Nisa’ (04): 59

3 Abi Abdillah-Syibani, Musnad Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal, (Beirut :
Libanon, t.t), 11: 349.

¥ Az-zumardi Azra, Suap Menyuap: Agama Dan Pemberantasan Korupsi, Kompas, No.
122 Tahun ke-39 (Kamis 4 Oktober 2003), him. 42.



Dari deskripsi di atas nampak bahwa agama melarang adanya money
politic dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu demi kemaslahatan
umat manusia, meskipun implementasinya terkadang berbeda, perbedaan
tersebut karena kondisi sosiopolitik yang telah mempengaruhinya.

Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mencoba meneliti dan
menelusuri bagaimana kreteria money politic dalam pemilu perspektif hukum
Islam.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat memberikan
rumusan masalah sebagai berikut :
Apa kriteria perbuatan yang bisa dianggap sebagai money politic dalam
pemilu perspektif hukum Islam ?
C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan penyusunan karya ilmiah sesuai dengan judul di atas adalah
untuk mengetahui kreteria money politik dalam pemilu persepektif hukum
Islam.

Adapun kegunaannya adalah :

Dengan terciptanya tujuan penulisan serta pembahasan skripsi ini, penulis
berharap setidaknya terdapat beberapa manfaat dan kegunaan yang
diharapkan antara lain :

1. Sebagai lahan kajian dan bahan pertimbangan tinjauan hukum Islam

terhadap money politic dalam pemilu.



2. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu di kalangan
masyarakat, khusunya yang berkaitan dengan masalah money politic
D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah, buku atau laporan hasil
penelitian yang membahas masalah money politic secara umum sudah ada,
namun demuntuk tulisan secara khusus yang membahas kreteria money
politic dalam pemilu yang ditinjau dari hukum Islam masih belum penulis
temukan.

Diantar karya tulis yang ada dan penulis jadikan rujukan adalah :
Hasan Abdillah dalam skripsinya yang berjudul : “Money Politic Dalam
Pilkades Desa Tegal Ampel Bondowoso Dalam Perspektif Hukum Islam”,
yang menjelaskan bahwa pertisipasi langsung masyarakat terhadap pilkades
yang didasari niat baik sebagai pembelajaran tentang politik dan demokrasi
kepada rakyat, akan tetapi dalam prakteknya pendidikan politik dan
demokrasi yang didapatkan masyarakat bukanlah pendidikan yang baik dan
bermoral, melainkan pendidikan yang tidak sehat dan menyesatkan.

Buku yang disusun oleh Abu Abdullah Halim Ahmad. S, “Suap
Dampak Dan Bahayanya :Tinjauan Syar’i Dan Sosial 7, Abu Abdullah Halim
Ahmad menjelaskan bahwa risywah merupakan penyakit kronik sosial, yang
mengakibatkan kekacauan tatanan sosial, dan menjungkirbalikkan nilai

humanisme. Risywah juga mampu menggrogoti nilai dan moral umat secara

5 Hasan Abdillah, “Money Politic Dalam Pilkades Desa Tegal Ampel Bondowoso Dalam
Perspektif Hukum Islam”, skripsi, tidak diterbitkan fakultas syari’ah UIN sunan kalijaga
yogyakarta (2009).
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perlahan tapi pasti, mengenyampingkan potensi umat dan juga menyia-
nyiakan kemaslahatan umum.*®

Buku yang disusun oleh Indra Ismawan, “Money Politics : Pengaruh
Uang Dalam Pemilu”, Indra Ismawan menjelaskan bahwa money politic
mungkin juga didistribusikan penguasa dengan alasan untuk melindungi
korupsi yang sistemik. Disisi lain, dalam kancah politik, uang justru
menemukan makna esensialnya sebagai medium tukar menukar.*’

Berdasarkan telaah pustaka di atas dapat disimpulkan bahwa, dari
beberapa penelitian yang telah penyusun pelajari, pembahasan tentang money
politic sudah ada, akan tetapi belum ditemukan sebuah penelitian yang
membahas money politic ditinjau dari hukum Islam dalam satu tema.
. Kerangka Teoritik

Dalam ajaran Islam risywah adalah sesuatu yang diberikan untuk
membatalkan sesuatu yang haq dan membenarkan sesuatu yang batil, tapi
kondisi politik yang berkembang saat ini, dipandang sebagian besar
masyarakat sangat sarat dengan permainan politik uang.*®

Suap menyuap tidak hanya dilakukan rakyat kepada pejabat negara
(pegawai negeri) dan para penegak hukum, tetapi juga terjadi sebaliknya,

pihak penguasa atau calon penguasa tidak jarang melakukan sedekah politik

1% Abu Abdul Halim Ahmad, Suap Dampak Dan Bahayanya: Tinjauan Syar’i Dan Sosial,

cet ke-1 (Jakarta: Penerbit Pustaka al-Kautsar, 1996)

7 Indra Ismawan, Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu, Cet ke-1 (Yogyakarta:

Penerbit Media Presindo, 1999).

8 http://www.scribd.com/doc/45505484/Pengertian-Risywah.  Akses Tanggal 11

November 2012.
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(suap) kepada tokoh-tokoh masyarakat dan rakyat agar memilihnya,
mendukung keputusan politik dan kebijakan-kebijakannya, baik pada saat
pemilu untuk memilih Gubernur, memilih anggota legislatif (DPR), memilih
presiden, Bupati, bahkan sampai pada tingkat pemilihan kepala desa
(pilkades),

Suap disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin, adapun
dalam bahasa syariat disebut dengan risywah. Secara istilah riyswah adalah
sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu
yang diberikan dalam rangka membenarkan yang bathil/salah atau
menyalahkan yang benar,'® di samping suap dalam syariat Islam ada juga
dikenal hibah atau hadiah.

Menurut terminologi fikih, hadiah adalah pemberian sesuatu dengan
tujuan mengekspresikan kecintaan agar balik dicintai atau setidaknya
bertujuan mendapat pahala, hadiah biasanya diberikan kepada keluarga,
teman, tetangga, para Ulama’, para Kiai atau siapapun yang dianggap baik,
maka pada dasarnya hadiah adalah suatu yang wajar dan sah bahkan
dianjurkan oleh syariat.?°

Memberi hadiah merupakan suatu hal yang baik dan terpuji,
khususnya membangun semangat kebersamaan dan Ukhuwah Islamiyah,

saling membantu dan menolong, maka pemberian hadiah itu memiliki nilai

9 Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), him, 89.

20 http://fadhlihsan.wordpress.com/2010/09/08/hukum-hadiah-dalam-islam/. Akses
Tanggal 13 Mei 2012
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lebih karena didasarkan pada kecintaan atau sebagai ekspresi dari rasa ta’zim
kepada orang yang dihormati, dibanggakan dan diteladani.

Hadiah pada hakikatnya adalah pemberian kepada orang lain yang
telah berjasa. Hadiah juga dapat diberikan sebagai penghargaan atas karya
atau prestasi seseorang. Disamping juga ada pemberian ucapan terima kasih
kepada seseorang yang telah berjasa. Sedangkan hibah adalah pemberian
secara Cuma-Cuma kepada orang lain tanpa prestasi atau balasan orang lain
yang diberi. Hadiah dan hibah dapat dilakukan kepada siapa saja. Umumnya
hibah diberikan oleh orang yang ada hubungan darah atau kekerabatan.?

Akan tetapi hadiah di era globalisasi ini penuh muatan suap yang
dikemas dengan baju syar’i (hadiah), baik dalam bentuk uang nominal, atau
barang kongkrit, biasanya mereka menyebut “hadiah” bukan suap, yang
bentuk hadiahnya bersifat fariatif, tergantung kebutuhan penerima..?

Tindakan suap-menyuap dilarang karena termasuk memakan harta
orang lain dengan cara yang tidak benar. Sebagaimana firman Allah Swt yang

berbunyi :
sl ) sl g 55 1 SISEA Sl ) Ll sl Jalally Sy oS gl 51815 Y

230 salas S5 g DY

Zhttp://sl.islamhouse.com/data/id/ih_articles/chain/selection_of etiquettes shareeah/id_3
3_etiquettes shareeah.pdf. Akses Tanggal 24 Maret 2012.

22 Abu Abdul Halim Ahmad, Suap Dampak Dan Bahayanya: Tinjauan Syar’i Dan Sosial,
cet ke-1 (Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Kautsar, 1996). HIm. 75.

2 Al-Bagarah (2): 188


http://s1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/chain/selection_of_etiquettes_shareeah/id_33_etiquettes_shareeah.pdf
http://s1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/chain/selection_of_etiquettes_shareeah/id_33_etiquettes_shareeah.pdf
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Salah satu unsur yang cukup penting dalam penegakan hukum Islam
adalah unsur manusianya sendiri, yaitu aspek kesadaran hukum. Karena
ketika berbicara unsur manusia dari aspek kesadaran hukum disuatu
masyarakat, maka otomatis mencoba memahami dan menyoroti segi manusia
dari individunya, sebagai pembentuk budaya hukum. Di sinilah harus
dibicarakan soal mintal, akhlak, moral dan etika, sebab semua itulah subtansi
individu manusia.

Tujuan hukum Islam adalah untuk melindungi dan memelihara
kemaslahatan manusia dengan benar dan sebaik-baiknya, dan kemaslahatan
itu utamanya ditunjukkan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang
meliputi : 1) hak memelihara agama dan kebebasan beragama. 2) Hak
memelihara jiwa. 3) Hak memelihara akal. 4) Hak memelihara keturunan. 5)
hak memelihara harta.?*

Budaya hukum masyarakat yang tinggi adalah masyarakat yang
tidak cendrung melanggar hukum walaupun tidak ada aparat hukum yang
melihatnya, ataupun masyarakat yang tidak memanfaatkan hukum untuk
mencapai tujuan bagi kepentingan sendiri atau kelompoknya, apalagi
masyarakat yang cenderung untuk menghindari atau menyalah gunakan
hukum dengan sengaja untuk tujuan-tujuan tertentu, yang pada akhirnya
bersifat tidak adil pada masyarakat lainnya. Sehingga tegaknya hukum di
tengah masyarakat memerlukan tegaknya keadilan. Melukai rasa keadilan

terhadap sebagian masyarakat dapat berakibat rusaknya tatanan dan

?* Dr Mardani, Hukum lIslam: Pengantar Hukum lIslam Di Indonesia, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010), him. 20-21.
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kestabilan bagi masyarakat keseluruhan karena rasa keadilan adalah unsur
fitrah sejak lahir bagi manusia.”®
Metode Penelitian
Untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang
sesuai obyek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan
sesuatu untuk dapat mengahasilkan hasil yang memuaskan, disamping itu
metode merupakan cara bertindak supaya peneliti berjalan terarah dan
mencapai hasil yang maksimal.?
1. Jenis Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini digunakan jenis penelitian pustaka
(library research), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka
sebagai sumber (data) utama.
2. Sifat Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan penelitian
yang bersifat deskriptif analitik. Penelitian ini bersaha memaparkan
bagaimana hukum Islam menjelaskan tentang kreteria money politic dalam
pemilu.
3. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan dalam memaparkan data-
data dalam skripsi ini adalah metode pendekatan normatif, yaitu
pendekatan yang mengacu pada kaidah-kaidah maqdshid syar/’ah dan

tujuan hukum Islam yang mempunyai kaitan dengan masalah penelitian

% http//www.bangka.go.id/artikel.php?id_artikel=10, Akses Tanggal 19 Desember 2010.

% Anton Bakker, Metode Filsafat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), him. 10.
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4. Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya,
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan
merecover buku-buku atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan
money politic, serta buku-buku lain yang mendukung pendalaman dan
ketajaman analisis penelitian dengan tidak keluar dari sub pembahasan.
5. Analisis Data
Analisa data akan dilakukan secara kualitatif dengan
menggunakan instrumen analisis deduktif dan induktif.

1. deduksi, yaitu suatu kesimpulan yang diambil dari sesuatu yang
bersifat umum.

2. induksi, yaitu suatu metode yang melakukan suatu kesimpulan yang
diawali dari umum dan kemudian diambil suatu kesimpulan yang
bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperolen gambaran yang utuh dan terpadu serta
menghasilkan sebuah karya tulis yang sisitematis, maka dalam penyusunan
skripsi ini peneliti menyusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mencakup pertama, latar
belakang masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemunculan
masalah yang diteliti. Kedua pokok masalah yaitu, merupakan penegasan
terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan

yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan dari tercapainya
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penelitian ini. Keempat, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur
yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan obyek penelitian. Kelima,
kerangka teoritik menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang
digunakan dalam memecahkan masalah. Keenam, metode penelitian berupa
penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan
menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan sebagai upaya yang
mensistematiskan penyusunan.

Bab kedua, memuat Kkajian yang isinya mengupas pengertian
risywah, hibah, hadiah dan shadagah serta kaitannya, menyertakan hukum-
hukum yang mengatur boleh tidaknya melakukuan yang berkaitan dengan
hal-hal yang tersebut di atas.

Bab ketiga, memuat tentang kreteria money pilitic, bab ini terdiri dari
sub bab yang memuat tentang, a) pengeretian money politic, b) modus-modus
money politic, ¢) dasar larangan praktek money politic, d) sebab dan akibat
money politic, €) sanksi hukum praktek money politic.

Bab keempat berisi tentang analisis mengenai money politik
persepektif hukum Islam, bab ini meliputi, a) kreteria money politic
persepektif hukum Islam. b) bentuk-bentuk money politic perspektif hukum
Islam, c) upaya dalam mengatasi praktik money politik di Indonesia.

Bab kelima merupakan bab yang terakhir atau bab penutup yang di
dalamnya berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dalam

penelitian yang diikuti dengan pesan, kritik dan saran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan maka penyusun dapat mengambil

kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dianggap Kriteria money politic ialah Pertama sengaja
memberi uang atau materi lainnya kepada pemilih. Kedua sengaja
menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih. dengan tujuan
supaya tidak menggunakan hak pilihnya;atau supaya memilih pasangan
calon tertentu; atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu
sehingga surat suaranya menjadi tidak sah.

2. risywah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang
lain dengan maksud meluluskan sesuatu perbuatan yang bathil atau
membathilkan perbuatan yang hag, dan itu diharamkan oleh syara’.

3. Money politic dalam PEMILU (Pemilihan Umum) termasuk dalam
katagori risywah muharramah. diharamkan bagi pemberi dan penerima,
karena pemberi dan penerima sudah jelas-jelas telah merealisasikan
kecurangan yang tidak dibenarkan oleh syara’. dibolehkan bagi pihak
pemberi apabila pihak pemberi adalah satu-satunya calon yang layak
untuk menjadi pemimpin, sedangkan bagi pihak penerima tetap dihukumi

haram.
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B. Saran-saran

1. Money politic adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan negara,
sehingga seyogyanya perbuatan money politic tersebut wajib untuk
dihindari.

2. Bagi aparat hukum, agar senantiasa memberantas atau paling tidak
meminimalisir adanya kecendrungan praktek money politic dalam setiap
momentum pemilihan umum (Pemilu).

3. Dan diharapkan bagi segenap lapisan masyarakat agar tidak gampang
terpengaruh terhadap money politic yang biasanya diberikan kader atau
bahkan pengurus partai politik.

4. Bagi pengurus partai politik agar tidak mudah untuk melakukan praktek
money politic dengan segala alasan apapun.

5. Money politic merupakan tanggung jawab bersama, sehingga peran
pemerintah dan masyarakat seluruhnya harus sesuai peraturan, norma,

undang-undang dan hukum yang ada.
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A. Terjemahan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

NO

Halaman

Foot Note

Terjemahan BAB 1

5

9

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan
untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam

12

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah
dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara
kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada
Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.

13

Rasulullah Saw, melaknat orang yang memberi
suap dan yang menerima suap.

12

20

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta
sebahagian yang lain di antara kamu dengan
jalan yang batil dan (janganlah) kamu
membawa (urusan) harta itu kepada hakim,
supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan
(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

BAB 11

23

10

Allah tidak membebani seseorang melainkan
sesuai dengan kesanggupannya.

23

11

Jika aku perintahkan sesuatu kepadamu maka
laksanakanlah sesuai kemampuanmu.

23

12

Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada
Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya.

23

13

Allah akan selalu menolong hambanya selama
hambanya itu selalu menolong saudaranya.

24

14

Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu
menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil.

dan memberikan harta yang dicintainya kepada
kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang




10

27

21

miskin, musafir (yang memerlukan
pertolongan) dan orang-orang yang meminta-
minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya.

11

35

31

Rasulullah Saw. apabila diberi makanan beliau
bertanya: apakah makanan ini hadiah atau
sadagah. Jika dijawab: sadagah, beliau
mengatakan pada para sahabatnya: makanlah
olen  kalian, sedangkan  beliau tidak
memakannya. Akan tetapi bila dijawab: hadiah,
maka beliau mengambil dengan tangannya lalu
makan bersama mereka.

12

35

32

Hendaklah kamu saling memberi hadiah karena
pemberian  hadiah dapat menghilangkan
panasnya hati.
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